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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Penjamin
Penangguhan Penahanan Apabila Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Melarikan
Diri”. Kejadian tersebut dilatarbelakangi karena adanya tindakan korupsi yang
penahanannya ditangguhkan dengan penjamin penangguhan penahanan yang
kemudian terdakwa tindak pidana korupsi tersebut mencoba melarikan diri saat
masa penangguhan penahanan. Maka dari itu, rumusan masalah yang penulis angkat
adalah Bagaimana penerapan sanksi hukum pidana terhadap penjamin penangguhan
penahanan apabila terdakwa tindak pidana korupsi melarikan diri dan apa akibat
hukum yang ditimbulkan apabila terdakwa tindak pidana korupsi melarikan diri.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Peranan sanksi hukum
pidana dan akibat hukum yang ditimbulkan terhadap penjamin penangguhan
penahanan apabila terdakwa tindak pidana korupsi melarikan diri. Metode penelitian
yang digunakan merupakan penelitian normatif dengan menggunakan studi kasus
putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JMB dan
pendekatan perundang-undangan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa penerapan
sanksi hukum pidana terhadap penjamin penangguhan penahanan apabila terdakwa
tindak pidana korupsi melarikan diri yang mana penangguhan penahanan diatur
dalam menunjukkan bahwa mekanisme penangguhan penahanan secara yuridis
diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana namun pasal tersebut merupakan aturan yang kaku sehingga terdapamya
kekosongan hukum.

Kata Kunci : Penahanan, Penangguhan, Pidana

Palembang, 14 November 2024

Pembimbing Utama, Pembimbing Pembantu,

orum Adisti. S.H..M.H.
NIP. }98812032011012008

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

ﬁh énéd Ikhsaan:‘H’.Tﬁ.

NIP.196802211995121001
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BABI
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Hukum digolongkan menjadi beberapa bagian yang
didasarkan pada sumbernya, berlakunya, tempat berlakunya, waktu
berlakunya, cara mempertahankannya, sifatnya, serta isinya. Dari
berbagai macam hukum tersebut, yang terpenting ialah
penggolongan hukum berdasarkan isinya, yaitu hukum private
(berupa hukum perdata dan hukum pidana) dan hukum public
(terbagi menjadi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara,

dan Hukum Pidana). !

Hukum pidana selalu menitikberatkan pada pelaku
kejahatan, sedangkan korban kejahatan seakan terlupakan bahkan
kurang mendapat tempat. Keberadaan system peradilan pidana
ditujukan untuk kepentingan negara dan Masyarakat, bukan untuk
kepentingan personal warga masyarakat.? Di dalam Undang-undang
Dasar 1945 secara jelas diterangkan bahwa Indonesia ialah negara
yang berdasarkan atas hukum (Rechtstaat) dan tidak berdasarkan

atas kekuasaan belaka (Machstaat). Hal ini dapat diartikan bahwa

L C.S.T Kansil, 2007. Buku Saku Hukum “Hukum Untuk Tiap Orang”, Erlangga, Jakarta, Hlm.
22 -23.

2 Neisa Angrum Adisti, Alfiyan Mardiansyah. 2019. “Permasalahan Pelaksanaan Restitusi
Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang”. Jurnal Simbur Cahaya. Vol. 26 No.l. Him.4.

Diakses (Senin, 7 November 2022). http://journal.th.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/art
icle/view/339


http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/art

pemerintah dan lembaga negara harus dapat

dipertanggungjawabkan secara hukum.

Tindak Pidana Korupsi sendiri merupakan tindak pidana
melawan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu corruptus atau corruptio
berasal dari kata induk corrumpore yang secara harfiah bearti
merusak, tidak bermoral penyimpangan dari kesucian seperti
ketidakjujuran, kebusukan, ucapan yang menghina atau memfitnah.
Tindak pidana korupsi juga sering ssebagai extra ordinary crime
atau kejahatan luar biasa karena daya rusaknya yang besar serta
tindakannya dilakukan secara sistematik, kompleks dan terencana

oleh para penyelenggara negara. >

Proses hukum yang adil atau layak pada dasarnya bukan
hanya berupa penerapan peraturan atau hukum secara formil, akan
tetapi di dalamnya terdapat sikap berupa penghormatan terhadap
hak asasi manusia dalam masyarakat walaupun orang tersebut ialah

pelaku kejahatan.*

Pengertian negara hukum dalam arti luas yaitu negara

3 Pusat Edukasi Anti Korupsi. “Alasan Mengapa Korupsi Disebut Kejahatan Luar Biasa”.
Aclc. Hlm 1. Diakses pada Hari (Selasa, 09 Juli 2024) https://aclc.kpk.go.id/aksi-
informasi/Eksplorasi/20230209-ini-alasan-mengapa-korupsi-disebut-kejahatan-luar-biasa

4Selviria, Isma Nurillah. “ Hak Konstitusional Sebagai Bagian Dari Hak Asasi
Manusia Dalam Non Covention Based Asset Forfeiture”. Simbur Cahaya. Vol. 27b No.2.
HIim.42. Diakses pada Hari (Senin, 7 November 2022).
http://journal.th.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/download/1 037/330
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hukum dalam arti materiil yang tidak hanya melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, tetapi juga
harus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa, adapun ciri khas bagi suatu negara hukum

adalah:

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang
mengandung persamaan di bidang politik, hukum, sosial, ekonomi
dan kebudayaan.

2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi
oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga.

Legalitas dalam arti segala bentuknya karena Indonesia
merupakan negara hukum maka tersangka dan terdakwa dalam satu
kasus tindak kriminal harus diperlakukan sebagai “subjek” tidak
boleh dipaksa untuk menerangkan suatu hal baik pada tahap
pemeriksaan pendahuluan oleh pihak kepolisian atau  penyidik
maupun pada tahap prapenuntutan oleh pihak Kejaksaan atau
Penuntut Umum ataupun pada tahap pemeriksaan di depan
persidangan pengadilan oleh hakim.®

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
tindakan penegak hukum untuk melindungi masyarakat dari

ancaman para pelaku tindak pidana dapat dilakukan dengan cara

5 Andi Hamzah, 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika edisi ke 2 Jakarta: Him
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melakukan penahanan disertai dengan alasan-alasan seperti yang
diatur dalam undang- undang. Apabila undang-undang yang
menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para
penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah Negara dan
pandangan hidup bangsa Indonesia khususnya, maka penegak
hukum tidak akan mencapai sasarannya.

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan
kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi terdapat di sini pertentangan
antara dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupaskan hak
asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan
ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk
orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.®

Pada bagian lain penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana menegaskan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana didasarkan pada falsafah atau pandangan hidup
bangsa Indonesia, maka sudah seharusnya di dalam ketentuan
materi setiap pasal dan ayat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia,
seperti asas presumption of innocence yang terletak di dalam
ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, yaitu Undang-

Undang No. 14 tahun 1970 yang telah diganti terakhir dengan

® Hartanto dan Murofiqudin 2001. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia.
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta Him 17



Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 harus di tegakkan.

Pada asas tersebut ialah setiap orang yang disangka,
ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang
pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan
pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh
kekuatan hukum tetap. Hal tersebut bertujuan agar kepentingan
orang yang disangka atau didakwa jangan sampai dirugikan karena
belum tentu bersalah, maka Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana memberikan hak bagi tersangka/terdakwa untuk
mengajukan permohonan penangguhan penahanan pada penyidik,
penuntut umum dan hakim sesuai pada tingkat pemeriksaannya atau
penyelidikannya.’

Menurut M. Yahya Harahap penyelidikan adalah
“serangkaian tindakan yang mencari dan menemukan sesuatu atau
peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran
tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana”.®
Yang dimaksud agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dan
pemakian kekuasaan yang salah dari pihak kekuasaan pelaksanaan
(executive power) untuk mempengaruhi hakim dalam menjalankan

kewajibannya- kewajibannya.® Ketentuan penangguhan penahanan

7 Maulina Fatikha. 2005. Pelaksanaan Penangguhan Penahanan dengan Jaminan di
Pengadilan Negeri Surakarta, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

8 M. Yahya Harahap. 2000. Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP, Sinar
Grafika. Jakarta, Him 101

®Leden Marpaung, 2014. Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika. Jakarta, Hlm 8



dengan jaminan dalam KUHAP sebenarnya mengadopsi sistem
peradilan pidana di negara maju khususnya Eropa. Dasar filosofi
dari jaminan untuk penangguhan penahanan sebenarnya adalah
berkaitan dengan asas perlindungan bagi korban kejahatan. Jika
disesuaikan dengan kemampuan tersangka, terdakwa, atau pihak
penjamin, biasanya nilai uang yang ditetapkan sangat tinggi.
Apabila ternyata setelah ditangguhkan ternyata
tersangka/terdakwa melarikan diri, uang jaminan tersebut
dirampas oleh negara untuk disalurkan sebagai kompensasi bagi
korban kejahatan. Jadi, sekalipun terdakwa tidak tertangkap
kembali sehingga tidak diajukan ke pengadilan, setidaknya korban

tidak kehilangan sama sekali memperoleh haknya atas keadilan.

Berdasarkan hal tersebut menurut penulis, hal di atas patut untuk
dikaji. Maka hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul : “Penerapan Sanksi Hukum
Pidana Terhadap Penjamin Penangguhan Penahanan Apabila

Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Melarikan Diri”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang

akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan sanksi hukum pidana terhadap

penjamin penangguhan penahanan apabila terdakwa tindak



pidana korupsi melarikan diri?

2. Apa Akibat hukum yang ditimbulkan apabila terdakwa
penangguhan penahanan tindak pidana korupsi melarikan
diri?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada uraian rumusan masalah yang telah disampaikan

di atas, maka menurut hemat penulis, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Peranan sanksi hukum
pidana terhadap penjamin penangguhan penahanan apabila
terdakwa tindak pidana korupsi melarikan diri.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang
ditimbulkan apabila terdakwa penangguhan penahanan tindak
pidana korupsi melarikan diri.

D. MANFAAT PENELITIAN

Maka dari penelitian ini, penulis berharap bahwa penelitian ini

akan bermanfaat kedepannya khususnya dalam hal :

a. Manfaat dari sisi teoritis, yakni ;

1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat
bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan
wawasan serta sebagai referensi tambahan pada
program studi [lmu Hukum Universitas Sriwijaya,

khususnya dalam menganalisis terkait dari segi



sanksi hukum pidana terhadap penjamin
penangguhan penahanan apabila terdakwa tindak
pidana korupsi melarikan diri.

2) Untuk mengetahui secara konkrit terkait
pengimplementasian dari Pasal 31 KUHAP
mengenai penangguhan penahanan.

b. Manfaat Praktis, yakni ;

Dalam hal ini penulis dapat memahami apa saja yang
didapat, dan bagaimana memecahkan masalah tersebut secara

praktis lewat penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan.

E. RUANG LINGKUP

Dalam penelitian ini,peneliti ingin memberikan batasan-batasan
ruang lingkup yang hanya difokuskan pada sanksi hukum pidana
terhadap penjamin penangguhan penahanan apabila terdakwa tindak

pidana korupsi melarikan diri.

F. KERANGKA TEORI

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjwaban pidana merupakan hanya akan dapat
terjadi apabila sebelumnya seseorang ini telah melakukan perbuatan
pidana. Hal tersebut mengenakan hukuman terhadapo pembuat
karena perbuatan tersebut yang dilanggar atau dilarang menimbulkan

keadaan yang terlarang. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana



harus menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak
pidana oleh si pelaku pembuatnya. Mempertanggungjawabkan
sebuah tindakan pidana yang mana seseorang dalam hukum pidana
yang mana seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan
hukuman yang secara objektif dan subjektif dengan demikian
kesalahan  ditempatkan  sebagai  faktor  penentu  untuk
mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana tersebut sebagai
faktor penentu untuk mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana

tersebut.°

Dasar dari suatu tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan
dasar dapat dipidanainya suatu pembuat adalah asas kesalahan, hal
tersebut mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana hanya dapat
pidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam dia telah terbukti
melakukan tindak pidana tersebut dan dapat dikatakan yaitu kapan
seseorang mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut

masalah Pertanggungjawaban pidana.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan
dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan

logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir), logis

©Chairul Huda. 2006. “Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada
TiadaPertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”. Kencana Prenada Media. Jakarta. Hlm 4
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dan mempunyai daya prediktabilitas. Kepastian hukum merupakan
keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun
organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan
oleh aturan hukum. Asas kepastian hukum diperlukan dalam
terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum
merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip- prinsip

supremasi hukum.!!

G. METODE PENELITIAN
Perlu diketahuinya perihal metode dan penelitian. Metode
seringkali diartikan sebagai upaya untuk mengetahui suatu fakta baik
secara sistematis dan metodologis yang dilakukan secara konsisten.
Sedangkan Penelitian itu sendiri merupakan kata yang diterjemahkan
dari bahasa Inggris yang disebut dengan istilah research, yang berarti
“memeriksa kembali”. Merujuk pada istilah tersebut, maka penelitian
secara sederhana dapat diartikan sebagai “suatu upaya pencarian
kembali”. Yang dicari dalam penelitian tidak lain adalah jawaban-
jawaban atas suatu permasalahan yang belum terpecahkan.!?
Dalam hal ini, yang akan dilakukan oleh penulis ialah terkait
penelitian hukum. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa “penelitian

hukum ialah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode,

11 Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, 2020 “Asas kepastian
Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara
dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” Jurnal Ilmu 16. No.l : 88
http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/download/2729/pdf 1

12 Nanang Martono. 2016. “Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci”. Rajawali Pers.
Jakarta. Him.194.
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sistematika, dan pemikiran tertentu, yang mempunyai tujuan untuk
mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.'® Mengenai
penelitian hukum itu sendiri pada dasarnya menyangkut dua hal,
yaitu: “(i) kegiatan itu sendiri yang harus teratur dan dalam prosedur
tertentu dan (ii) hasil atau produk yang diharapkan dari kegiatan itu,
yaitu sebuah kebenaran keilmuan hukum”.**

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang

digynakan dalam penelitian ini terdiri dari

a) Jenis Penelitian

Perlu diketahui bersama bahwa Soerjono Soekanto
membagi penelitian hukum menjadi dua macam, yaitu Penelitian
hukum normatif dan Penelitian hukum empiris. Dalam penilitian
kali ini, jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis
termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian
normatif (normatif law research), merupakan penelitian hukum
yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau
kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan
perilaku setiap orang. Dimana dalam hal itu yang akan diteliti
yerkait dengan sanksi hukum pidana terhadap penjamin

penangguhan penahanan apabila terdakwa melarikan diri.

BSoerjono Soekanto. 2007. “Pengantar Penelitian Hukum”. Jakarta: Ul Press. HIm.43.

14Periksa, Ana Nadia Abrar, 2005. Terampil Menulis Proposal Penelitian Komunikasi, Gajah
Mada University Press, Yogyakarta, Hlm. 40.
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Penelitian akan hal itujuga didasarkan pada sumber yang terdapat

didalam Undang-Undang.
b) Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode
pendekatan  perundang-undangan (statute approach),
Pendekatan ini dilakukan dengan menalaah semua peraturan
perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum
yang sedag dibahas (diteliti)!® Pendekatan perundang-undangan
(statute approach) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang

tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut :

1. Comprehensive artinya norma-norma hukum yang ada
didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya
secara logis;

2. All-iclusive bahwa kumpulan norma hukum tersebut
cukup mampu menampung permasalahan hukum yang
ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum;

3. Sistematic bahwa di samping bertautan antara satu
dengan yang lain, normanorma hukum tersebut juga

tersusun secara sistematis.'®

15 Periksa, Ana Nadia Abrar, 2005. Terampil Menulis Proposal Penelitian Komunikasi,
Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Hlm. 40.
18 Johnny Ibrahim Haryono. 22005. “Teori dan Metode Hukum Normatif” Bayumedia. Malang.
Hlm 40



¢) Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif mempunyai metode tersendiri
dibandingkan dengan penelitian hukum empiris atau penelitian ilmu
sosial lainnya, hal ini berakibat pada jenis bahan hukum yang
digunakan. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum yang

digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier,

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas
peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan
pengadilan dan dokumen resmi Negara. Dalam penelitian ini,
peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut,
yaitu : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti
Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil
penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para
pakar di bidang hukum. Sementara Peter Mahmud
menjelaskan bahan hukum sekunder berupa semua
publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-
dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku

teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas

13
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putusan pengadilan. 1/
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau
kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau
pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan, seperti
kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan
ensiklopedia hukum,?8
d) Teknik Pengumpulan Bahan Baku
Peneliti menggunakan teknik studi  kepustakaan dalam
mengumpulkan dan menghimpun bahan. Perlu diketahui bahwa studi
pustaka (bibliography study) adalam pengkajian informasi tertulis
mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan
dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum
normatif.
Berbagai sumber informasi tertulis tersebut adalah :
a. Pembuat Undang-Undang Negara, produk hukumnya disebut
Perundang-Undangan
b. Pengadilan, produk hukumnya disebut putusan hakim

(vurisprudence)

7 Elizabeth Nurhani Butarbutar. 2018.”Metode Penelitian Hukum: “Langkah-Langkah Untuk
Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum”. PT. Refika Aditama. Bandung. Hlm.136

18 Elizabeth Nurhani Butarbutar. 2018.”Metode Penelitian Hukum: “Langkah-Langkah Untuk
Menemukan Kebenaran Dalam [Imu Hukum . PT. Refika Aditama. Bandung. Him.136
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Para pihak yang berkepentingan, produk hukumnya disebut
kontrak atau konvensi

Penulis hukum, produk hukumnya disebut buku ilmu hukum
Peneliti hukum, produk hukumnya disebut laporan penelitian
hukum yang dimuat dalam Jurnal Hukum

Pengamat huku, produk hukumnya disebut tinjauan hukum

yang termuat dalam media cetak.

e) Teknik Analis Bahan Hukum

Ketika bahan sudah terkumpul baik primer, sekunder

ataupun tersier, maka dilakukan suatu metode analisis yang

sifatnya kualitatif. Metode analisis secara kualitatif

merupakan yaitu metode analisis dengan cara melakukan

interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang

telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini

bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan

hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat

kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan

norma hukum yang kabur.2°

19 Meruy Hendrik Mezak. “Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum”, Law
Review. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Vol 1 No.3 Maret 2006. Hlm 87. Daikses pada

Hari (Jumat, 7 November 2022): https://adoc.pub/queuw/jenis-metode-dan-pendekatan-dalam-

penelitian-hukum.html


https://adoc.pub/queuw/jenis-metode-dan-pendekatan-dalam-penelitian-hukum.html
https://adoc.pub/queuw/jenis-metode-dan-pendekatan-dalam-penelitian-hukum.html
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